BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diberikan penulis tentang penerapan sistem merit di Badan

Keamanan Laut Republik Indonesia yang masih dalam tahap berkembang dan

memiliki beberapa kendala yang perlu diatasi, adapun kendala yang perlu

diselesaikan adalah sebagai berikut :

a.

Aspek Perancanaan kebutuhan yang menyesuaikan peta jabatan dan
Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan peraturan Peraturan Bakamla dan
Manajemen ASN yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Aspek Pengadaan Bakamla membutuhkan anggaran penambahan agar
Bakamla dapat menambahkan personel sehingga sesuai dengan Daftar
Susunan Personel (DSP) yang dibutuhkan Bakamla, dalam kekurangan
tersebut mengurangi bobot kerja pegawai ASN di Bakamla.

Aspek Pengembangan Karir, Bakamla memerlukan talent pool yang
disesuaikan dengan Undang-Undang Manajemen ASN Nomor 20 Tahun
2023 dengan ada manajemen talenta dapat mempermudah pengembangan
karir pegawai Bakamla yang peraturan berbelit belit.

Aspek Promosi dan Mutasi, Bakamla masih menerapkan Bapperjakat,
Bapperjakat sebaiknya digantikan oleh manajemen talenta di Bakamla
sehingga menyesuaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Manajemen ASN.

Aspek Manajemen Kinerja, Bakamla sebaiknya melaksanakan penilaian
Kinerja sesuai dengan PermenPan-RB Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Kinerja , Bakamla juga melaksanakan dialog kinerja secara
terjadwal agar banyak menambah wawasan pegawai tentang laporan
kinerja, dan kesimpulan terakhir untuk manajemen kinerja adalah Bakamla
menyusun analisis permasalahan kinerja untuk mengatasi permasalahan

yang terjadi pada strategi ataupun program Bakamla.

77



f.

Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Menjadikan hasil penilaian
Kinerja sebagai faktor utama di samping aspek disiplin dalam pemberian
tunjangan kinerja.

Aspek Sistem informasi, Bakamla belum membangun aplikasi e-kinerja
untuk mengelola penilaian kinerja yang terintegrasi dengan Sistem
Informasi Kepegawaian (SIMPEG) , mengembangkan pemanfaatan e-office
dan mengintegrasikan dalam dashboard pimpinan.

Dalam Aspek Perlindungan dan pelayanan Bakamla harus mengembangkan
aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian lainnya terutama terkait
dengan administrasi keuangan agar dapat menyesuaikan dengan peraturan

dan kebutuhan yang sesuai dengan Bakamla.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah Berdasarkan temuan dalam

penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti untuk

mengoptimalkan penerapan sistem merit di Bakamla :

1.

Meningkatkan Pemahaman ASN: Lakukan sosialisasi dan edukasi secara
berkala kepada seluruh ASN tentang konsep, tujuan, dan manfaat sistem
merit.

Mempermudah Birokrasi: Sederhanakan sistem dan prosedur manajemen
Kinerja agar mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pegawai.
Meningkatkan Sarana dan Prasarana: Lengkapi sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan sistem merit, seperti sistem
informasi kepegawaian yang terintegrasi.

Memperkuat Penegakan Disiplin: Tegakkan disiplin secara konsisten dan
adil untuk memastikan bahwa semua pegawai mematuhi peraturan dan
norma yang berlaku dalam organisasi.

Menerapkan peraturan terbaru No.20 Tahun 2023 Tentang Manajemen

ASN secara menyeluruh dan berkala, agar terciptanya meritokrasi yang baik
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dan meningkatkan nilai per-aspek di setiap aspek merit serta menjalankan
reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Menjalankan talent pool di manajemen ASN Bakamla agar menjalankan
persaingan sehat antar pegawai yang berasal dari TNI, POLRI dan sipil serta
mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan Bakamla RI yang
memiliki skill kompetensi terbaik.

Mengawasi sistem merit secara berkala di setiap aspek agar terlihatnya
perubahan pada nilai merit di setiap aspek.

Penting adanya pengawasan dan monitoring yang lebih intens pelaksanaan
perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN dalam reformasi birokrasi
terutama dalam hal anggaran dengan efisien dan efektif dari para pejabat
tinggi di setiap unit kerja. Diperlukan pengawasan dan monitoring yang
intensif terhadap pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN
di Bakamla, terutama dalam anggaran. Hal ini dapat dilakukan oleh: Badan
Pengawas Keuangan (BPK) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) di instansi
terkait,Masyarakat sipil melalui partisipasi aktif dalam proses monitoring
dan evaluasi, Pengawasan dan monitoring harus dilakukan secara
berkelanjutan dan komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait,
Hasil pengawasan dan monitoring perlu ditindaklanjuti dengan tindakan
korektif dan preventif untuk memastikan tata kelola anggaran yang baik dan

akuntabel.
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